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ABSTRAK

Jenis perkawinan salep tarjhe merupakan jenis perkawinan yang cenderung
dilarangan oleh masyarakat Kecamatan Ketapang khususnya golongan abangan.
Pada dasarnya jenis perkawinan ini terkonstruksi dari hukum adat. Jenis
perkawinan salep tarjhe merupakan perkawinan silang antar dua pasangan yang
saling terikat hubungan kekerabatan. Ketentuan tantang perkawinan salep tarjhe ini
tidak terdapat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Terdapat berbagai
macam polemik yang terjadi dalam setiap golongan masyarakat karena tidak
adanya ketentuan yang mengatur tentang jenis larangan tersebut, dan bahkan
sebagian golongan menganggapnya hanyalah sebuah mitos. Namun berdasarkan
fakta empris yang terjadi dampak dari perkawinan salep tarjhe terjadi secara masif
bagi setiap pasangan yang tidak patuh terhadap aturan tersebut.

Guna memahami subtansi, dampak dan respon masyarakat dari setiap golongan
maka penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitan lapangan (field research) atau
studi kasus (case study) dengan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis. Data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan observasi dan wawancara
terhadap setiap golongan masyarakat (abangan, santri, priyayi) serta pelaku aktif
perkawinan salep tarjhe dan data pendukung lainnya. Data yang diperoleh dari
lapangan kemudian dianalisis menggunakan tiga teori; pertama, trikotomi Clifford
Geerzt. Kedua, fakta sosial Emil Durkheim. Ketiga sad al-dari‘ah Tmam Asy-
Syaitibi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa perkawinan salep tarjhe di
cendrung dilarang oleh masyarakat Kecamatan Ketapang khususnya masyarakat
abangan, karena adanya dampak buruk yang nyata bagi setiap pasangan yang tidak
patuh terhadap aturan tersebut. sedangkan berdasarkan tinjauan teori Geertz
masyarakat abanganlah yang terdapampak secara masif akibat melanggar larangan
tersebut. hal ini diakibatkan mereka sangat mempercayai akan adanya aturan
tersebut. sedangkan berdasrkan teori fakta sosial Emil Durkheim salep tarjhe
termasuk dalam kategori fakta sosial non-material karena perkawianan salep tarjhe
merupakan representasi dari moral, sudah menjadi kesadaran kolektif, merupakan
representasi kolektif terkhusus untuk masyarakat abangan, dan dalam arus sosial
setiap peristiwa dalam rumah tangga akan selalu dikaitkan dengan akibat buruk dari
perkawinan salep terjhe oleh masyarakat. Sedangkan tinjauan teori Sad al-dari‘ah
maka perkawinan salep terjhe termasuk dalam bagian yang ketiga yaitu suatu
tindakan lebih cenderung memiliki potensi kerusakan dan bahaya, dan dominan
dalam aspek berbahaya menurut prasangka, maka hukumnya menjadi haram.
Namun berdasarkan tanggapan dari hasil wawancara dari para tokoh dari golongan
santri, jenis perkawinan salpe tarjhe tidak dilarang dalam hukum Islam dan sah
untuk dilakukan. sehingga jika disimpulkan berdasarkan dua pandangan tersebut
maka status hukum dari perkawinan salep terjhe sendiri adalah makruh at-tahrim

Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi, Ketapang.



ABSTRAK

The salep tarjhe type of marriage is a type of marriage that tends to be
prohibited by the people of Ketapang District, especially the abangan group.
Basically, this type of marriage is constructed from customary law. The salep tarjhe
marriage is a cross-marriage between two couples who are related to each other.
The provisions on salep tarjhe marriage are not found in Islamic law or positive
law. There are various kinds of polemics that occur in every group of society
because there are no provisions governing this type of prohibition, and even some
groups consider it a myth. However, based on empirical facts that occur, the impact
of salep tarjhe marriage occurs massively for every couple who does not comply
with these rules.

In order to understand the substance, impact and response of the community
from each group, this research was conducted with the type of field research or case
study using an empirical-sociological approach. The data collected in this study are
based on observations and interviews with each group of society (abangan, santri,
priyayi) as well as active actors of tarjhe ointment marriages and other supporting
data. The data obtained from the field were then analyzed using three theories; first,
Clifford Geerzt's trichotomy. Second, Emil Durkheim's social facts. Third, sad al-
dari'ah Imam Ash-Shitibi.

The results of this study found the fact that salep tarjhe marriages tend to be
prohibited by the people of Ketapang Subdistrict, especially the abangan
community, because of the real bad effects for every couple who does not comply
with these rules. While based on Geertz's theoretical review, it is the abangan
community that is massively affected by violating the ban. This matter they strongly
believe in the existence of these rules. Meanwhile, based on Emil Durkheim's
theory of social facts, salep tarjhe is included in the category of non-material social
facts because salep tarjhe marriage is a representation of morals, has become a
collective consciousness, is a collective representation specifically for the abangan
community, and in the social flow of every event in the household will always be
associated with the bad consequences of salep terjhe marriage by the community.
While the review of the Sad al-dari’ah theory, the salep terjhe marriage is included
in the third part, namely an action is more likely to have the potential for damage
and danger, and is dominant in the harmful aspect according to prejudice, then the
law becomes haram. However, based on the responses from the interview results
from the leaders of the santri group, the type of salpe tarjhe marriage is not
prohibited in Islamic law and is legal to do. so that if it is concluded based on these
two views, the legal status of the salep terjhe marriage itself is makruh at-tahrim.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni
bumi. Berdasarkan fisik dan psikisnya keduanya memiliki suatu perbedaan,
namun pada dasarnya keduanya saling membutuhkan. Hukum Islam melarang
percampuran laki-laki dan perempuan kecuali dalam ikatan pernikahan, oleh
sebab itu pernikahan atau perkawinan disebut dengan sunnatullah. Perkawinan
merupakan suatu perikatan sosial ataupun perjanjian hukum antar pribadi yang
mengakibatkan terbentuknya hubungan kekerabatan dan merupakan bagian dari
pranata budaya setempat sebagai suatu bentuk pengesahan hubungan antar
pribadi seperti halnya hubungan intim (seksual). Pada dasarnya perkawinan
dilakukan guna membentuk sebuah ikatan keluarga baru yang diresmikan
dengan rangkaian upacara perkawinan.!

Di Indonesia, pernikahan bukan hanya melibatkan dua individu, yaitu laki-
laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan khalayak masyarakat secara luas,
terutama keluarga dari kedua pasangan yang hendak menikah. Penting untuk
diingat bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang sesuai
dengan ajaran agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1
Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan

! Fransiska Idaroyani Neonnub and Novi Triana Habsari, “Belis : Tradisi Perkawinan
Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara,” Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 08,
no. 1 (2018).



itu. Dengan demikian, kehidupan sosial di Indonesia yang kaya akan tradisi dan
adat istiadat memiliki pengaruh besar dalam suatu proses pernikahan, yang erat

kaitannya dengan keluarga dan masyarakat.

Status pernikahan yang diakui di Indonesia hanya berlaku untuk pernikahan
yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan hukum
yang berlaku di negara ini. Pernikahan hanya diakui antara seorang laki-laki dan
perempuan, dan tidak diperbolehkan antara sesama jenis, seperti laki-laki
dengan laki-laki (homoseksual) atau perempuan dengan perempuan (lesbian).
Pernikahan semacam ini tidak hanya tidak diakui dalam ranah agama yang
dianut oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan sistem
hukum negara, khususnya undang-undang perkawinan yang menjadi dasar
pengakuan dan pencatatan peristiwa pernikahan.?

Ketika seorang memilih pasangan dan memantapkan diri untuk bisa
bersama dalam ikatan yang halal, maka diwajibkan bagi mereka untuk membuat
sebuah ikatan (akad) terlebih dahulu. Adanya perjanjian atau akad sendiri
merupakan suatu bentuk komitmen awal terhadap suatu kerelaan antara kedua
pasangan beserta para pihak keluarga yang bersangkutan, sehingga hubungan
antara laki-laki dan perempuan dan pihak keluarga akan berlangsung secara
terhormat, mulia serta terjaga kefitrahannya.®

Sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang pernting dalam jalan

kehidupan manusia, oleh sebab itu tidak heran jika terdapat berbagai macam

2 Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal limiah Mizani:
Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2017)., him. 49-50.
3 Sayid Sabiq, Figh Sunnah, Cet-8, Jilid-3 (Beirut: Dar Al Kutub, 1987)., him. 68.



aturan yang muncul guna menjaga tujuan dan kemaslahatan sebuah perkawinan,
baik aturan agama, arutan perundang-undangan, bahkan hukum adat sekalipun.
Diluar konteks pembahasan agama, dalam artian apakah dalam aturan
perundang-undangan ataupun aturan hukum adat itu bersumber dari hukum
agana atau tidak, namun secara tegas ketiga aturan tersebut memberikan peran
yang sangat penting dalam mengatur masyarakat.

Problem pemerintah dalam menjalankan hukum sendiri teradapat pada
pengaplikasian hukum itu sendiri, karena di suatu sisi pemerintah
memberlakukan hukum perkawinan hasil unifikasi sedangkan di sisi lain harus
menghargai  serta mempertahankan, bahkan mengembangkan hukum
perkawinan adat yang masih sangat mengakar di masyarakat. Seperti halnya
jenis perkawinan yang dilarangan dalam hukum adat namun diperbolehkan
dalam hukum Islam maupun hukum positif, sehingga perlu adanya pemahaman
yang lebih komprehensif dalam mengakomodir dan mengungkap makna yang
tersirat karena diberlakukannya hukum larangan perkawinan dalam hukum adat
tersebut.’

Hukum adat sendiri mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam
masyrakat, bahkan di beberapa daerah Indonesia hukum Islam yang
teraktualisasi di masyarakat menjadi dasar dari hukum adat.® Kekuatan nilai dan
moral yang terkonstruksi dari hukum adat sendiri itu lebih kuat dibandingkan

dengan hukum positif karena bentuk punishment yang didapatkan tertanam di

4 M.Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum:
Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 3, no.
1 (2014)., him. 20.

5> M.Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum, 20.



alam bawah sadar masyarakat yang menganutnya. Lahirnya hukum adat sendiri
berawal dari sosiokultural yang ada pada suatu masyarakat serta tendensi
keagamaan yang menjadi dasar terbentuknya suatu regulasi adat yang hidup
dalam masyarakat. Adapun bentuk pengaplikasian hukum adat tersebut
diantaranya tradisi ritual dalam perkawinan baik berupa pelarangan ataupun
anjuran yang mengakomodir dan tereduksi dari sosio kultural masyarkat.

Larangan menikah dengan orang tertentu, ataupun anjruan untuk menikah
dengan orang tertentu sudah dijelaskan baik dalam hukum agama maupun
hukum adat. Adanya larangan tersebut dikarenakan hubungan terntentu antar
seseorang dengan orang lain. Meskipun terdapat dalil pertimbangan yang
berbeda dari kedua hukum tersebut, pada dasarnya keduanya memiliki satu
tujuan penting dalam perkawinan yaitu mendapatkan keturunan dan menjaga
keharmonisan hubungan kekerabatan.®

Secara umum larangan perkawinan juga terdapat dalam hukum Islam dan
hukum positif. Terdapat dua perkawinan yang dilarang dalam Islam, terdapat
kondisi tertentu dalam dua aturan tersebut sehingga mengakibatkan seseorang
terhalang untuk menikah dan dinikahi diantaranya; Pertama, larangan menikahi
mahram muabbad. Kedua, larangan menikahi mahram muagoat.’

Mahram muabbad merupakan seseorang (laki-laki/perempuan) yang
diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, walupun dalam kondisi dan situasi

apapun. Mahram muabbad terjadi karena tiga hal diantaranya; kekerabatan,

8 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, Cet-2 (Jakarta: PT. Pradya Parmitha,
1987)., him 22
" Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015)., him. 103



perkawinan, dan persusuan. Sedangkan mahram muagqat adalah seseorang yang
haram untuk dinikahi dikarenakan ada sebab-sebab tertentu, yang mana jika
sebab tersebut hilang maka keharaman untuk menikah seseorang, akan hilang
pula.

Larangan perkawinan di atas secara tegas di jelaskan dalam QS. An-Nisa’

ayat 23:
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Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan
seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu
perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu
yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri
yang tidak dalam pemeliharaannya.

Regulasi hukum posistif di Indonesia juga mengatur tentang adanya
larangan dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan
bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk
mematuhi perintah Allah dan mengerjakannya merupakan minifestasi ibadah
Pasal 39 sampai pasal 44 mengatur larangan perkawinan yang secara garis besar

dikategorikan terhadap larangan perkawinan karena adanya pertalian nasab,

8 M Tatam Wijaya, “Penjelasan Tentang Mahram Muabbad Dan Mahram Muaqqat,”
https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-
muaqqat-UBgug, 13 November 2023.

9 An-Nisa’ (4): 23.



pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, karena ada keadaan tertentu.
Penjelasan perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,
sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa perkawinan bisa disebut sah,
jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Adapun larangan dalam perkawinan juga diatur dalam UU No. 1 tahun 1974
tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 12, di dalamnya
secara umum memiliki maksud yang sama dengan larangan perkawinan dalam
KHI namun mengatur lebih umum, karena UUP adalah regulasi perkawinan bagi
masyarakat Indonesia lintas agama.**

Berdasarkan pendapat jumhur ulama terdapat beberapa syarat dan rukun
nikah yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan dan menjadi penentu sah
atau tidaknya sebuah perkawinan, di antara rukun yang dilaksanakan dalam
perkawinan adalah akad, mempelai, wali perempuan, dan saksi, jika suatu dari
rukun nikah tidak terpenuhi, mengakibatkan perkawinan yang dilaksanakan
tidaklah sah. Mahar dalam perkawinan dikategorikan sebagai sarat, yang tidak
menjadi batalnya suatu akad nikah, tetapi wajib dilakukan dalam masa

perkawinan.*2

10 “K ompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Sampai Pasal 44.” (n.d.).

11 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8 Sampai Pasal 12.”
(n.d.).

12 Abdul Aziz, Figih Munakahat, cet. Ke-2 (Kota Malang: Amzah, 1992)., him.100



Berdasarkan hukum adat di Indonesia terlaksananya sebuah perkawinan
tidak hanya perikatan Perdata, namun juga terdapat perikatan adat, tradisi serta
perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Begitupun dengan konsekuensi yang
diakibatkan dari perkawinan tidak hanya terdapat pada hal yang berkaitan
dengan keperdataan, seperti kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan
anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga melibatkan hubungan adat dan
tradisi baik dalam lingkup warisan, kekerabatan, bertetangga dan upacara adat
keagamaan. Adapun tradisi sendiri memiliki kecenderungan umum untuk
merujuk pada tradisi leluhur yang tersimpan dalam berbagai bentuk cerita dan
nasihat sebagai sumber hukum. Dalam praktiknya sumber utama dari ajaran
tradisi ini adalah informasi yang disampaikan oleh leluhur melalui informasi dari
lisan ke lisan, hal inilah yang menjadi karakter tradisional dari hukum tradisi.*3

Berkaitan dengan masalah tradisi, penduduk Madura atau tepatnya suku
Madura pada dasarnya termasuk ke dalam suku Jawa, namun suku Madura
memiliki tradisi serta bahasa yang cukup berbeda dengan suku Jawa. Secara
antropologi budaya, Suku Madura merupakan orang-orang yang dalam
kesehariannya menggunakan bahasa Madura dan dialeknya secara turun
temurun.*

Masyarakat Madura pada umumnya dalam kultur religius dan berwatak
keras. Terdapat dua tokoh yang disegani di Madura, yaitu kiai dan blater. Kedua

tokoh tersebut memiliki kekuatan yang sama dalam rezim di Madura sehingga

13 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008)., him. 24
14 Abdul Djamil, Islam Dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media, 2010)., him.



dapat memproduksi wacana, kultur, tradisi dan jenjang kuasa di tengah
masyarakat. Tokoh blater dapat menghegemoni masyarakat dengan
melegitimasi dirinya sebagai pengendali dan pengelola berbagai bentuk
kekerasan. Terdapat media dan ritus sosial yang digunakan untuk
menghegemoni masyarakat seperti remoh, sabung ayam, media pencak silat,
kerapan sapi dan bentuk kekerasan lainnya. Adanya media tersebut membentuk
sebuah subkultur sendiri dalam masyarakat Madura. Kiai dengan kapasitas dan
kemampuannya dalam menafsirkan wacana agama mampu menghegemoni
struktur terdalam di ruang batin, pikiran dan perilaku masyarakat. Berbagai
mamacam media keagamaan yang tersebar di seluruh pelosok Madura membuat
para kiai dengan sendirinya semakin signifikan dalam dinamika masyarakat
Madura. Praktek sosial kedua aktor tersebut terkadang saling bersebrangan
paham dan visi, namun dalam konteks tertentu tidak jarang saling menjalin relasi
kultural, ekonomi dan politik kuasa. Citra simbolik dalam konteks sosial
menjadikan kekerasan dan religiusitas berkelindan dan berdialektika dalam
ruang-ruang sosial masyarakat Madura.*

Masyarakat Madura memiliki jenis perkawinan yang cukup beragam. Jenis
perkawinan tersebut muncul dari kepercayaan masyarakat yang diyakini secara
turun temurun terhadap perkawinan dari pasangan yang masih dalam satu nasab.
Jenis perkawinan tersebut di antaranya adalah; pertama, sah secara agama

namun cenderung dihindari bahkan dilarang oleh masyarakat berdasarkan aturan

15 Abdur Rozaki, “Social Origin Dan Politik Kuasa Blater Di Madura Abdur Rozaki
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institute for Research and Empowerment
Yogyakarta,” Kyoto Review of Southeast Asia Issue 11, no. 11 (2009)., him. 3.



dalam hukum adat yaitu (perkawinan salep tarjhe). Kedua, sah menurut agama
islam, hukum positif, dan hukum adat, namun tidak dianjurkan menurut adat
(Perkawinan Marobbhu Bhetah atau pak ampaghen® dan Perkawinan Mapak
Bellih atau Mapak Bhereng'’). Ketiga, tidak sah menurut agama Islam, dan
hukum positif, namun dianjurkan menurut hukum adat yaitu (perkawinan anak
kembar raket).

Istilah perkawinan salep tarjhe dalam jenis perkawinan masyarakat Madura
lebih dikenal dengan perkawinan silang antar kerabat, atau perkawinan silang
yang masih dalam satu lingkup kerabat. Secara etimologi salep tarjhe adalah
saling menendang. Sedangkan secara terminologi merupakan perkawinan saling
menukar pasangan dalam satu kerabat keluarga atau perkawinan silang.'® Pada
dasarnya ikatan kekerabatan secara nasab di Madura dapat diketahui sampai
pada tujuh keturunan, yang biasa disebut dengan istilah sepupu dua pupu sampai
tujuh pupu. Hal ini akan menjadi problem bagi setiap pasangan di Madura yang
akan melangsungkan pernikahan dan masih dalam lingkup kekerabatan, karena
mereka besar kemungkinan akan termasuk dalam kategori perkawinan salep
tarjhe.

Fokus dalam penelitian ini adalah jenis perkawinan salep tarjhe yaitu

perkawinan yang dibenarkan menurut syari’at Islam serta hukum positif namun

16 Jenis perkawinan ini yaitu perkawinan yang terjadi antara dua orang bersaudara yang
sama-sama berjenis kelamin laki-laki menikahi dua perempuna bersaudara juga

17 Jenis perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan kekerabatan dekat
(sepupu) dan ayah dari mempelai perempuan merpukan saudara dari orang tua kandung
mempelai laki-laki baik dari ayah ataupun ibu dari mempelai laki-laki, sehingga yang akan
menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah paman dari mempelai pria.

18 Sukija, wawancara, (22 Februari 2023)
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dilarang berdasarkan ketentuan hukum adat, karena diyakini akan membawa
musibah bagi pelaku maupun keluarganya di antaranya: atas tasan (bercerai),
kala selajeh (meninggal salah satu dari kedua pasangan), tak kerah gellem sogi
(sulit untuk kaya). Pasangan yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan
sanksi sosial yang cukup tinggi, diantaranya harkat dan martabat keluarga jatuh,
keluarga dan pasangan tersebut dianggap tidak patuh kepada apa yang telah
disampaikan oleh “Bengeseppo”,!® menjadi bahan perbincangan masyarakat
sekitar.?

Objek penelitan ini adalah larangan perkawinan salep tarjhe yang terdapat
di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Tradisi ini mengalami dinamika
yang cukup komplek, dimana terdapat masyarakat yang masih mempertahankan
tradisi ini, bahkan di kalangan santri dan priyai, serta adapula yang tidak percaya
karena faktor psikologis anak dan tidak adanya ketentuan dalam hukum Islam
dan hukum positif. Adapun masyarakat yang melanggar ketentuan salep tarjhe
tersebut mayoritas berdampak buruk pada keutuhan keluarganya, ekonomi, dan
keturunannya. Fakta sosial ini bagi sebagian masyarakat masih menyisihkan rasa
takut dan mengakar dalam pemahaman mereka untuk dijauhi, padahal secara
hukum Islam dan hukum positif pernikahan tersebut sah dan diperbolehkan.
Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang, “TRADISI
LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHE (Studi Kasus di

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)”. Harapan dari adanya

19 Adalah sebutan terhadap orang terdahulu atau sesepuh yang hidup sebelum mereka dan
dituakan.
20 Fahmi, wawancara, (26 Februari 2023)
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penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan masyarakat
Indonesia khusunya masyarkat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang,
dalam mengakomodir suatu hukum adat sehingga menjadi suatu pradigma yang
melekat dalam setiap lapisan masyarkat yang ada.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Mengapa masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang cenderung
menghindari perkawinan salep tarjhe?
2. Bagaimanakah tinjauan tiga teori trikotomi Geerzt, fakta sosial Emile
Durkheim dan sad al-dari‘ah Tmam As-Syaitibi dalamkKitab A/-Wajiz Fi
Usuli Al-Fighi dalam penelitian ini dalam menilai perkawinan salep tarjhe
di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dalam konteks agama dan
sosial?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten
Sampang cenderung menghindari perkawinan salep tarjhe.
2. Menelaah secara esensial bentuk, psosi, dan status perkawinan salep tarjhe
dengan tinjauan dari tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dihasilkdan dengan adanya penelitian ini adalah:
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1. Menambah wawasan penyebab masyarakat Kecamatan Ketapang
Kabupaten Sampang cenderung menghindari perkawinan salep tarjhe
2. Memberikan pandangan secara utuh khusunya kepada masyarakat
Ketapang tentang perkawinan salep tarjhe berdasarkan tinjauan dari tiga
teori yang terdapat dalam penelitian ini dalam kontek agama dan sosial.
E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penyusunan tesis merupakan suatu bagian yang
sangat penting dalam menambah wawasan terhadap pembahasan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, serta juga bisa dijadikan pembangding dengan penelitian
lainnya. Sehingga orisinalitas dari penelitian ini murni dan tidak sama dengan
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Terdapat tiga kategori penelitian dari beberpa penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya: pertama, sesuai atau tidak melanggar syari’at Islam dan
masih tetap berlaku sampai sekarang yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Miftahul Huda?! dalam penelitian ini membahas tentang jenis berorganisasi
Nahdiyyin-Muhammadiyah tentang adanya lima praktik perkawinan yang
berlaku di masyarakat diantaranya weton, ngalor-ngulon, Golan-Mirah, lusan,
madep-ngarep. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pertama:
adanya ketidak cocokan antara keduanya dalam bingkai koneksi kalam dan adat
sehingga melahirkan suatu kesimpulan yang berbeda karena adanya persepsi

bahwa praktik perkawinan tersebut dicap syirik, dan bahkan dianggap tidak

2L Miftahul Huda, “Membangun Jenis Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan
Perkawinan Jawa,” Epistemé: Jurnal Pengembangan Illmu Keislaman 12, no. 2 (2017),
https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.381-4009.
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beriman ketika lebih mengutamakan tradisi dari pada aturan agama yang adat.
Kedua, jenis berorganisasi yang mengutamakan bingkai koneksi fikih dan adat
akan melahirkan sebuah kedekatan dan fleksibelitas dalam merespon adat atau
tradisi sebagai pola alternatif penyelesaian terhadap berbagai corak problem
yang terdapat dalam tradisi perkawinan di Jawa. Ketiga, adalah jenis
berorganisasi dalam bingkai kearifan lokal dan keragaman adat, yang intinya
mengembalikan semua corak tradisi dalam larangan perkawinan Jawa yang ada
sebagai kearifan dan keragaman adat.

Kedua, adalah tradisi yang melanggar Syariat Islam dan ditinggalkan,
namun dengan beberapa syarat, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan
oleh Muhammad Faig®?> dalam pemaparan peneliannya penulis ini fokus
terhadap penjelasan secar deskriptif tentang jenis perkawinan salep tarjhe dan
respon masyarakat terhadap praktik perkwinan adat tersebut secara umum di
Desa Larangan dalam Pamekasan Madura Jawa Timur. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Interaksionisme Simbolik dengan menggunakan
pendekatan sosiologis. Sedangkan metode yang digunakan adalah observasi
langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen. Berdasarkan
pendekatan tersebut hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik perkawinan
salep tarjhe merupakan jenis perkawinan silang yang dilakukan oleh kerabat
dekat, praktik perkawinan seperti ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi

kelangsungan pasangan maupun keluarga. sedangkan respon dari masyarakat

22 Muhammad Faiq tentang Tradisi Perkawinan Salep tarje Studi Analisis dan Respon
Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur, Thesis (Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga, 2016).
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tentang adanya praktik perkawinan dapat dikategorikan pada dua golongan
terdapat golongan yang menolak kiai dan golongan yang menerima petuah adat,
namun kepercayaan tersebut masih tetap dilestarikan di masyarakat karena
fenomena tentang bala’ yang menjadi kekhawatiran masyarakat masih tetap
berulang konsisten dan berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi Masruri?® tentang “Tradisi Larangan
Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama
(NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar” metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis
penelitian adalah lapangan (field Research). Adapun teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah berupa wawancara (Interview) dan pembacaan dari
data-data dokumentasi. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah ulama NU
menaganggap bahwa bulan Muharrom adalah bulan yang sangat mulia, jika
terdapat pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan pada bulan tersebut
maka praktik perkawinan diperbolehkan karena tidak melanggar ketentuan
agama. Larangan menikah hanya diperuntukkan bagi orang yang sedang
menunaikan ibadah haji atau umroh. Jika terdapat persepsi yang meyakini bahwa
perkawinan pada bulan muharrom dapat mendatangkan malapetaka karena
dianggap sebagai bulan yang angker, maka termasuk dalam perbuatan syirik
thiyarah (meramal nasib seseorang). Sedangkan perspektif tokoh adat orang

yang melangsungkan perkawinan pada bulan Muharam dikemudian hari

23 Zuhdi Masruri, Tradisi Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Prespektif
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar,
Skripsi (UIN Satu tulungagung, 2021)
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pasangan atau keluarga akan mendapat suatu permasalan yang menimpa
keluarga karena bulan Suro dianggap sebagai nahas tahun (pembatas awal dan
akhir dalam kalender masyarakat Jawa).

Terdapat juga penelitian yang menjelaskan bahwa terdapat sebuah tradisi
dalam perkawinan yang keluar dari syariat Islam enggan untuk ditinggalkan
diakarenakan beberapa alasan diantaranya adalah penelitian Melanggar Syariat
Islam dan enggan untuk di tinggalkan Ulfa daryanti, dan St. Nurjannah tentang,
Moch. Lukluil Maknun.®

Beberapa penelitian yang disampaikan di atas, memiliki perbedaan dengan
penelitian kali ini diantaranya adalah lokus dari setiap penelitian berbeda dengan
penelitian yang yang penulis lakukan, serta fokus kajian yang dilakukan, pada
penelitian ini mengkaji tentang nilai dan keabsahan perkawinan salep tarjhe
dalam konteks agama dan sosial. Begitupun dengan teori yang digunakan dalam
penelitian inipun berbeda dengan teori yang digunakan disetiap penelitian yang
telah penulis sebutkan di atas.

. Kerangka Teoritik

Larangan dalam perkawinan yang dipercaya oleh masyarakat Madura
khususnya di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, merupakan jenis
perkawian yang terdapat dalam hukum adat, sehingga sanksi yang diberikanpun
merupakan sanksi sosial. Hukum Islam dan hukum positif didalamnya juga

mengatur tentang jenis-jenis perkawinan yang dilarang. Secara garis besar

24 Ulfa Daryanti dan St Nurjannah, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning."
% Moch. Lukluil Maknun, “Tradisi Perkawinan Islam Jawa Pesisir."
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larangan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat kesamaan
diantaranya, adanya hubungan nasab, hubungan yang timbul akibat perkawinan,
hubungan sesesuan, dan keadaan tertentu sehingga membaut perkawinan tersbut
tidak boleh untuk dilakuan.

Terdapat tiga teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, pertama
adalah sad al-dari‘ah teori ini diguanakan untuk mengetahui kedudukan
pernikahan salep tarjheh di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang menurut
norma-norma Islam. Teori kedua adalah Fakta sosial yang dikemukakan oleh
Emil Durkeim, teori ini merupakan teori pendukung untuk menganalisis dampak
serta eksistensi adat tersebut secara sosial bagi masyarakat Kecamatan Ketapang
Kabupaten Sampang. Sedangkan teori yang kedua adalah teori trikotomi yang
dikemukakan oleh Clifford Geertz, teori ini peneliti gunakan untuk
menklastersisasi struktur masyarakat yang ada di Kecamatan Ketapang
Kabupaten Sampang guna mengetahui dinamika dari pasangan yang terkena
damapak dan yang tidak bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan salep
tarjhe.

Wahabah Zuhaili dalam kitabnya A/-Wajiz Fi Usali Al-Fighi menjelaskan
bahwa sad al-dari‘ah secara bahasa yaitu sebuah perantara yang dapat membuat
suatu perbuatan ataupun perkara terjadi. Sedangkan penjelasan sad al-dari‘ah
menurut ulama wusuliyyin yaitu mencegah suatu perantara ataupun wasilah
terjadinya suatu perbuatan yang mengandung unsur kerusakan ataupun bahaya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap wasilah yang dapat mengantarkan

pada keharaman maka wasilah tersebut juga menjadi haram. Seperti halnya
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wasilah yang dapat mengantarkan pada perbuatan wajib maka wasilah tersebut

juga dihukumi wajib.?

Wahbah Zuhalili dalam kitabnya A/-Wajiz Fi Usuli Al-Fighi mengutip
dari padandangan Imam As-Saitibi dalam membagi sad al-dari ‘ah berdasarkan
akibat serta berdasarkan tingkatan bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan dari
suatu perbuatan yang terjadi menjadi empat bagian diantaranya:

1. Suatu perbuatan yang jika dilakukan akan berujung pada kerusakan ataupun
bahaya secara pasti. Seperti halnya menggali sumur di belakang pintu rumah
yang gelap, yang sekiranya jika terdapat orang yang lewat ia akan jatuh
kedalam sumur yang dibautnya dengan pasti. Hal tersebut merupakan
perbuatan yang dilarang

2. Suatu perbuatan yang jika dilakukan akan berujung pada kerusakan ataupun
bahaya namun jarang terjadi. Seperti halnya membuat sumur di suatu tempat
yang tidak akan mungkin terdapat seseorang yang jatuh kedalamnya dalam
banyak kasus.

3.Suatu perbuatan yang jika dilakukan akan lebih dominan berujung pada
kerusakan ataupun bahaya, dan bahkan be rdasarkan persangkaan jika
perbuatan tersebut dilakukan lebih mengarah pada keruasakan ataupun bahaya.
Seperti halnya menjual senjata kepada preman ataupun menjaul anggur kepada

produsen miras.

26 Wahbah Zuhaili, A/-Wajiz Fi Usuli Al-Fighi, Cet.1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999)., him.
108.
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4. Suatu perbuatan yang jika dilakukan akan berujung pada kerusakan ataupun
bahaya telah dominan terhadap kerusakan, seperti halnya sebuah proses jual
beli yang dilakukan dengan cara yang tidak baik sehingga akan menyebabkan

transaksi yang rusak.?’

Teori sad al-dari‘ah ini akan digunakan oleh peneliti dalam meninjau

perbuatan perkawinan salep terjhe berdasarkan hukum Islam.

Teori yang kedua adalah fakta sosial yang dikemukakan oleh Emil
Durkheim pengertian fakta sosial menurut Durkheim sebagai suatu gejala yang
abstrak. Seperti hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, dan
agama. Sebenarmya fakta sosial ini suatu gejala sosial yang terbentuk dari
kekuasaan dimana individu tidak nampak terpengaruh dalam kekuasaan
tersebut. Fakta sosial senantiasa berhubungan dengan tindakan, pikiran,
perasaan-perasaan individu, namun tidak bisa disamakan dengan fenomena
psikis. Dalam bukunya The Rules Of Sosiological Method, Emile Durkheim
membedakan antara dua tipe fakta-fakta sosial yaitu material dan non-material.
Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah sesuatu yang dapat disimak,
ditangkap, dan diobservasi. Sedangkan fakta sosial yang berbentuk non-material

adalah sesuatu yang ditangkap tidak secara nyata (abstrak).?
Sedangkan teori yang ketiga adalah teori dikemukakan oleh Clifford
Geertz yaitu trikotomi abangan, santri, dan priayi yang terdapat dalam bukunya

dengan judul The Religion Of Jawa. Berbagai diskursus yang menjadi polemik

27 Zuhaili., him. 109.
28 Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method, 1st ed. (United States of America: A
Division Of Simon & Schuster Inc, 1982)., him. 136.
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tentang adanya interaksi anatar agama khususnya Islam dan budaya Jawa.
Pandangan Geertz banyak mengilhami orang untuk melihat lebih dalam tentang
hubungan antar keduanya.?® Clifford Geertz dalam antropologi budaya
kehidupan di Jawa, melihat agama bukan hanya sebatas ekspresi kebutuhan
sosial namun juga sebagai fakta budaya. Terdapat tiga lingkungan yang berbeda
yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah yang terbentuk dari latarbelakang
sejarah kebudayaan yang berbeda yaitu dengan masuknya agama serta
peradaban Hindu dan Islam di Jawa sehingga melahirkan tiga struktur sosial
masyarakat yang berbeda: pertama, abangan yaitu kelompok masyarakat yang
menekankan aspek-aspek animistik. Kedua, santri merupakan kelompok yang
lebih  menekankan aspek-aspek Islam. Ketiga, priyai kelompok yang
menekankan aspek-aspek Hindu.*

Geertz membagi kebudayaan Jawa menjaidi 3 varian yang berbeda,
membuat Geertz dapat menyimpulkan bahwa agama Jawa menjadi suatu
integrasi yang berimbang antara tradisi yang berunsurkan animisme dengan
agama Hindu dan Islam yang datang kemudian, dan kemuadia berkembang
menjadi sinkritisme. Tiga varian yang dimaksud oleh Geertz di interpretasikan
dalam sebuah kebudayaan yang berbeda diantaranya abangan, santri, dan priyai.

Perbedaan ini juaga ia temukan pada masyarakat Jawa dalam tiga inti struktur

2 Dudy Imanuddin Effendi, “The Religion of Jawa Karya Clifford Geertz,” Jurnal UIN 4,
no. 2 (2020), https://doi.org/Effendi, Dudy Imanuddin. “The Religion of Jawa Karya Clifford
Geertz.” Jurnal UIN 4, no. 2 (2020).

30 Clifford Geertz, Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa, 2nd
ed. (Depok: Komunitas Bambu, 2014)., him. 561.
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sosial yang berbeda diantaranya desa, pasar birokrasi pemerintah.3! Sebagai
suatu konsepsi terhadap trikotomi yang paparkan oleh Geertz merupakan
sumbangan yang luar biasa untuk masyarakat Jawa khususnya, dan Indonesia
pada umumnya karena mampu membuat sebuah peta budaya yang selanjutnya
dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana pola hungan antara agama
dengan politik, relasi agama dengan sosial, serta agama dengan ekonomi.®2

Pada dasarnya eksistensi budaya juga mengalami perkembangan. Jika
ditinjau dari sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan
sosial budaya masyarakat Indonesia, terdapat dua kekuatan yang memicu
terjadinya perubahan sosial budaya, pertama adalah kekuatan dari dalam diri
masyarakat itu sendiri internal factor seperti halnya pergantian generasi dan
berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua adalah kekuatan dari luar
masyarakat external factor, seperti pengaruh kontak antar budaya culture
contact baik secara langsung maupun karena persebaran unsur kebudayaan serta
perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya akan memicu perubahan
sosial dan kebudayaan masyarakat sehingga mereka harus menata kembali
kehidupan mereka.

Ketiga teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk meninjau
secara esensial bentuk, pososi, dan status perkawinan salep tarjhe Kecamatan

Ketapang Kabupaten Sampang. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa

s Tijok, “Konsep Kebudayaan Menurut Geertz,”
https://etnobudaya.net/2008/04/01/konsep-kebudayaan-menurut-geertz/, 13 November 2023.

32 Geertz, Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa., him. 562.

33 M. Arifin Hakim, llmu Sosial Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: Pustaka
Satya, 2011)., him 19.
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memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap suatu peristiwa ataupun pilihan
hidup yang akan mereka lakukan, khususnya dalam pernikahan.
G. Metode penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitan lapangan
(Field Research) atau studi kasusu (case study). Objek penelitian ini adalah
peristiwa ataupun fenomena yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Sifat
penelitian yang penulis gunakan vyaitu deduktif kualitatif, yaitu
menggambarkan terlebih dahulu masalah berdasarkan hasil temuan secara
umum, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh di
lapangan dan dilakukan kesimpulkan.®*
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
sosiologi empiris. Berdasarkan pemaparan dari Soerjono Sukanto bahwa
pendekatan sosiologis empiris merupakan suatu penelitian yang sangat
bergantung pada data yang ditemukan di lapangan, temuan tersebut
berdasarkan percobaan, observasi, kenyataan, dan akal sehat serta hasil dari
penelitaian ini tidak bersifat spekulatif.>®
3. Teknik pengumpulan data
Menghimpun data atau mengumpulkan data pada dasarnya sudah

dijelaskan dapa pemaparan uraian kegiatan di lapangan menjadi kunci

34 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).,
him. 8.
% Peter Conolly, Aneka Pendekatan Studi Agama (Yogyakarta: LKiS, 2012).
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utama dalam setiap penelitian, terlebih jika penelitian yang dilakukan

adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data sendiri terdiri dari berbagai

macam teknik yang nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan

keterkaitannya dengan tema ataupun pembahasan dalam penelitian ini.

Peneliti mengumpulkan data kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 10

bulan dari awal melakukan pra-riset di Bulan Februari sampai dengan bulan

November Teknik. Peneliti mengumpulkan data dengan cara;

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan

Ketapang. Terdapat tujuh Desa yang dilakukan observasi oleh peneliti
guna menjadapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu
tentang salep tarjhe. Desa yang dimaksud diantaranya Desa Ketapang
Laok, Desa Paopale Laok, Desa Nanggher, Desa Ketapang Daya, Desa
Lon Ghalis, Desa Aing Cellep. Terdapat juga observasi yang dilakukan
oleh peneliti terhadap masyarakat di daerah tetangga seperti halnya di
Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Situbondo.

b. Wawancara

Penggalian data menggunakan teknik wawancara dalam peneltian

ini dilakuan terhadap dua klasifikasi responden; pertama, wawancara
terhadap pelaku aktif dari perkawinan salep tarjhe. Kedua, wawancara
yang dilakukan terhadap warga dari masyarakat dari tiga golongan
abangan, santri, serta priyayi. Adapaun tenggang waktu yang digunakan

dalam melakukan wawancara secara yaitu selama dua bulan yaitu pada
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tanggal 05 Juli 2023 sampai pada tanggal 04 Agustus 2023 terhadap dua
responden di atas.
c. Dokumentasi
Berdasarkan hasil teknik pengumpulan data melalui observasi dan
wawancara akan lebih akurat jika didukung dengan dokumenter yang
berkaitan dengan penelitian.
4. Sumber Data Penelitian
Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sekunder. Adapun data primer dan data sekunder dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer yang terdapat dalam penelitian kali ini serangkaian
dokumen yang diperoleh dari lapangan dan memiliki korelasi
dengan penelitian ini seperti halnya hasil wawancara, dan hasil
observasi. Data primer juga diperoleh dari hasil pengamatan dan
dokumentasi Kecamatan Ketapang.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi ini
dilaksanakan dengan membaca serta menganalisa hasil dari media
publikasi baik cetak ataupun digital yang berkenaan dengan tradisi
perkawinan, serta penelitian terdahulu dengan tema yang sama,
Alquran dan hadis buku-buku figih dan kaidah figih serta berupa

majalah, jurnal, dan artikel artikel.



5. Analisis data

Menganalisis data adalah bagian yang urgen dalam sebuah
penelitian. Data yang diperoleh secara deduktif kemudian dianalisa
menggunakan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun metode
yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian kali ini adalah
deskriptif kualitatif yaitu proses analsis yang digunakan untuk
mendapatkan gambaran umum dan luas, sehingga akan mempermudah
dalam melakukan kesimpulan.

Analisis deduktif merupakan suatu kaidah yang mengambil suatu
fakta yang bersifat umum menuju sebuah kesimpulan yang bersifat
khusus dalam artian ketentuan yang ada dalam hukum Islam dijadikan
pedoman untuk menganalisis tentang tradisi perkawinan salep tarjhe di
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dan sebaliknya.

Konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terkait
dengan analisis data merupakan konsep yang digunakan dalam
penelitian kali ini. Milles dan Huberman menyampaikan bahwa dalam
mengalisis data kualitatif dilakuan secara continue dan interaktif pada
setiap penelitian sampai pada kesimpulan. Aktivitas yang dimaksud
diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan atau verifikasi data.

24
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H. Sistematika Pembahasan

adanya penulisan yang sistematis dalam karya ilmiah menjadi suatu

keharusan sehingga memberikan penyajian yang cukup jelas, terarah, logis dan

saling berhubungan antara satu bab dengan BAB selanjutnya. sistematika

pembahasan dalam penelitian kali ini terdiri dalam 5 BAB dan disusun sebagai

berikut:

BAB 1 : pendahuluan, merupakan dasar utama dalam penelitian Ini. Bab ini

merupakan gambaran keseluruhan terhadap kerangka penelitian yang
akan disajikan. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian yang
memberikan gambaran secara global tentang bentuk dan isi penelitian,
kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan Penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi

penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: terdapat beberapa poin yang akan dijelaskan dalam bab ini: pertama,

BAB II:

penjelasan tentang pendekatan dan teori yang digunakan dalam
penelitian ini yang sudah sedikit dipaparkan pada bab pertama
khususnya tentang dfinisi operasional yang digunakan dalam
penelitan ini. Kedua menjelaskan tentang pluralisme hukum yang ada
di Indonesia. Ketiga, Perkawinan dalam Hukum Adat, Hukum Islam,
dan Hukum Positif. Keempat, deskripsi tentang landasan teori yang
digunakan dalam penelitian ini.

gambaran data kondisi objek penelitian Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampang yang terdiri dari setting letak geografis dan



BAB IV:

26

kondisi sosial dan budaya masyarakat, jumlah penduduk, pendidikan
masyarakat, dan kondisi keagamaan, serta pandangan tokoh dari tiga
golongan abangan, santri, dan priyayi di Kecamatan Ketapang
Kabupaten Sampang.

merupakan analisis dari data yang sudah diperoleh dari lapangan
menggunakan pendekatan dan teori dalam penelitian ini. Pertama,
Argumentasi Cenderung Dilarangnya Perkawinan Selep Tarjhe di
Kecamatan Ketapang Sampang. Kedua, tentang Dampak Perkawinan
Salep Tarjhe Bagi Masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten
Sampang. Ketiga, Tanggapan dan Respon Para Tokoh dari tiga
golongan (abangan, Santri, dan Priyayi) terhadap Laranga Perkawinan

Salep Tarjhe di Kecamtan Ketapang Kabupaten Sampang.

BAB V: bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan hasil dari semua

uraian pembahasan, sekaligus jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini, serta saran-saran
konstruktif bagi para peneliti selanjutnya, dan bagi para pengambil

kebijakan bidang hukum Islam.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Trasidisi perkawinan salep tarjhe memanglah cenderung dilarang oleh
masyarakat Kecamatan Ketapang khususnya bagi gologan masyarakat
abangan. Hal tersebut dikarenakan bentuk ajaran yang diwariskan secara
turun temurun kepada setiap generasi, sehingga tertanam dalam setiap
individu tentang keyakinana akan adanya akibat buruk bagi setiap pasangan
yang melangsungkan perkawinan dengan jenis salep tarjhe. Pada dasarnya
perkawinan jenis ini terjadi karena adanya perkawinan sialng yang
dilakuanan antar kerabat kedua pasutri yang menikah terlebih dahulu, dan
dilakukan secara bersilang. Hemat penulis, perkawinan jenis ini merupakan
aturan yang mempersulit dalam perkawinan bagi masyarakat Madura. sistem
kekerabatan bisa di Madura cukup komplit yaitu sampai pata tingkatan ke
tujuh turunan, sehingga besar kemungkinan setiap orang yang akan
melakukan perkawinan antar satu daerah akan terhalangn oleh perkawinan
salep tarjhe.

2. Bagi setiap masyarakat yang tetap pada pendiriannya dalam melangsungkan
perkawinan dengan jenis salpet tarjhe, maka pasangan yang terakhir menikah
akan mendapatkan imbas ataupun dampak dari perkawinan ini. berdasarkan
data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti setiap
pasangan 90% mendapatkan dampak yang diperingatkan oleh masyarakat
seperti; meninggalnya pihak yang terkait, Sering Sakit atau difable, sulit

untuk kaya, dan bercerai.
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Sedangkan atas-tasan (bercerai) adalah salah satu alternatif yang dipercaya

masyarakat untuk mengakhiri danya perkawinan salep tarjhe. Sembilan

pelaku aktif yang peneliti temuakan terdapat delapan pasangan yang
terdampak dari perkawinan salep tarjhe sampai dalam ranah atas-tasan

(bercerai). Namun terdapat satu pasangan yang masih tetap utuh ikatan

perkawinannya sampai sekarang, dan tidak mendapatkan dampak yang

signifikan seperti apa yang peringatkan oleh masyarakat. Berikut kesimpulan
berdasarkan tinjaun tiga teori yang digunakan dalam penetian ini:

a. Berdasarkan tinjauan teori trikotomi Geertz dari semua golongan yang
ada abangan, santri dan priyayi terdapat dari golongan mereka yang
melanggar dan melakukan jenis perkawinan salep tarjhe, namun dari tiga
golongan tersebut masyarakat abanganlah yang banyak mengalami
dampak buruk dari akibat melanggar perkawinan tersebut. Hal ini
disebabkan mereka memperyaitu dengan hagqu al-yagin akan adanya
aturan tersebut.

b. Sedangkan tinjaun perkawinan salep terjhe berdasarkan teori fakta sosial
Emile Durkheim perkawianan salep tarjhe termasuk dalam fakta sosial
non-material hal ini berdasrkan terpenuhinya unsur-unsur yang ada
bahwa, perkawianan salep tarjhe merupakan representasi dari moral,
sudah menjadi kesadarn kolektif, merupakan representasi kolektif
terkhusus untuk masyarakat abangan, dan dalam arus sosial setiap
peristiwa dalam rumah tangga akan selalu dikaitkan dengan akibat buruk

dari perkawinan salep terjhe oleh masyarakat.
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c. Berdasarkan ketentuan Sad al-dari‘ah maka perkawinan salep terjhe
termasuk dalam bagian yang ketiga yaitu suatu tindakan lebih cenderung
memiliki potensi kerusakan dan bahaya, dan dominan dalam aspek
berbahaya menurut prasangka, maka hukumnya menjadi haram. Namun
berdasarkan tanggapan dari hasil wawancara dari para tokoh golongan santri
jenis perkawinan salpe tarjhe tidak dilarang dalam hukum Islam dan sah
untuk dilakukan. sehingga jika disimpulkan berdasarkan dua pandangan
tersebut maka status hukum dari perkawinan salep terjhe sendiri adalah
makruh at-tahrim.

B. Saran

1. Akademik
Penelitan ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak sepenuhnya
cukup atau benar sehingga sangat perlu untuk melakukan penelitian dan
pengembangan lebih lanjut baik dari segi pengumpulan data, teknik
menganilisis serta relevansi teori dengan kasus oleh para akademisi ataupun
pihak lain yang tertarik dengan tulisan ini.
2. Nok akademik
Berkaitan dengan hal perkawinan maka sejatinya instansi pemerintah
seperti Kantor Urusan Agama menjadi garda terdepan terhadap setipa
problem yang terjadi pada setiap perkawinan demi tercapainya keharmonisan
dalam rumah tangga. Pada dasarnya tupoksi dari KUA sendiri tidaklah terkait
dengan aturan yang percaya oleh masyarakat yang lahir dari adat ataupun

tradisi. Namun alangkah lebih baiknya demi menciptakan persepsi yang baik
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akan perkawinan yang sesuai dengan aturan agama negara dan hukum adat
haruslah memberikan penyuluhan ataupun aturan pedoman tentang

perkawinan.
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